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Upaya Tingkatkan Pendapatan Daerah Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

 

 
Sumber gambar: 

https://www.jurnalispost.online/2022/06/optimalkan-koordinasi-pemprov-kalsel.html 

 

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakilkan Sekda Kalsel Roy Rizali 

Anwar mengatakan, pihaknya akan lebih mengoptimalkan program koordinasi dengan 

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencegah tindak pidana korupsi. 

“Kedepannya bagi SKPD bisa melakukan pemetaan terhadap isu strategis, 

misalnya penanganan stunting dan tim yang bertanggung jawab untuk dapat 

mengatasinya, serta mengevaluasi setiap tiga bulannya,” kata Roy, di Banjarbaru. 

Roy mengatakan, bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) Perwakilan Kalsel akan berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan 

memprioritaskan dua sektor, seperti pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

“Sehingga, kolaborasi SKPD Pemprov Kalsel bersama BPKP Kalsel harus 

optimal dalam mempercepat pembangunan Kalsel Makmur, Sejahtera dan 

Berkelanjutan (Maju),” tutur Roy. 

Sementara itu, Inspektur Daerah Kalsel Ahmad Fidayeen menyampaikan, terkait 

skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) sebesar 89,01 akan terus diupayakan agar sesuai target yang ingin dicapai 

sebesar 90,00. 

“Peningkatan capaian MCP itu sebagai bentuk dari keseriusan kami dalam 

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan MCP 
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ini penting bagi seluruh pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam pencegahan 

korupsi,” kata Fidayeen. 

Fidayeen pun mengapresiasi langkah-langkah SKPD yang sudah melakukan 

upaya terhadap pencegahan korupsi di Kalsel. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.jurnalispost.online/2022/06/optimalkan-koordinasi-pemprov-

kalsel.html, Optimalkan Koordinasi, Pemprov Kalsel Perkuat Pencegahan Korupsi, 

21 Juni 2022.  

2. https://infopublik.id/kategori/nusantara/642694/optimalkan-koordinasi-pemprov-

kalsel-perkuat-pencegahan-korupsi, Optimalkan Koordinasi, Pemprov Kalsel 

Perkuat Pencegahan Korupsi, 22 Juni 2022. 

 

Catatan: 

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, 

BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. 

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian 

daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu 

melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat 

berkurang.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana 

keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan 

salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai 

pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada 

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan 

bersama. 

 

Jenis-Jenis Retribusi Daerah  

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal
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1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

 

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan : 

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 


